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A. PENGANTAR
1. PATRI
 PATRI adalah ormas, singkatan Perhimpunan Anak 

Transmigran Republik Indonesia, jejaringnya 
meliputi seluruh Indonesia. Berdiri di Jakarta, 16 
Februari 2004. 

 Anggota terdiri trans era kolonisasi (1905), trans 
(TPA, TPS) setelah kemerdekaan, keturunan 
pahlawan yang diasingkan, keturunan eks Koeli 
kontrak, buruh rodi, repatrian Suriname, 
hubungan perkawinan, petugas lapangan 
kimtrans, dan anggota kehormatan

 PATRI berbadan hukum Perkumpulan. Wadah 
bagi komunitas warga dan anak keturunan 
transmigran. Seperti halnya HKTI (wadah petani), 
SPSI (wadah buruh), PGRI (wadah guru), KNPI 
(wadah pemuda)

 Dalam penanganan kasus tanah transmigran, 
tahun sejak 2015 membentuk Kelompok Kerja 
Fasilitasi Penyelesaian Kasus Lahan Transmigrasi 
(disingkat Pokja Lahan Trans).





2. TRANSMIGRASI
 Transmigrasi bukan sekedar proyek pemindahan penduduk, tetapi suatu Gerakan 

Nasional Pembangun dan Perekat Bangsa. Transmigrasi menjalankan misi turut 
membangkitkan semangat membangun daerah dan merekatkan hubungan antar 
anak bangsa (PERPRES No. 5 Tahun 1965 tentang Gerakan Nasional Transmigrasi)

 Gerakan Nasional Transmigrasi suatu kebutuhan Negara Kepulauan yang beraneka 
agama, suku, dan budaya. Transmigrasi bagian upaya konsolidasi nasional melalui 
gerakan Reforma Agraria

 Transmigran umumnya petani. Petani tanpa tanah ibarat ikan tanpa air, pengojek 
tanpa kendaraan, wartawan tanpa koran, pekerja tanpa gaji, berperang tanpa senjata

 Akses infomasi lemah, buta hukum, jika berhasil dicemburui, gagal dicaci maki, 
hampir jarang unjuk rasa, 

 Bukan warga liar, datang di Kimtrans karena ada UU (terakhir UU No: 29 Tahun 2009 
tentang Perubahan Atas UU No: 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian), didukung 
pemda melalui KSAD (Kerjasama Antar Daerah)

 Warga Trans kurang terwakili dalam membahas ketransmigrasian (padahal 
diamanahkan dalam Perpres Nomor: 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi 
Penyelenggaraan Transmigrasi)

 Masih kurangnya keterwakilan ORMAS PATRI dalam pembahasan Reforma Agraria 
(cq GTRA)

 Kontribusi Transmigrasi: pengembangan wilayah, ekonomi, dan sosial budaya

 Bung Karno (28/12/1964): Transmigrasi Mati-Hidup Bangsa Indonesia



DPP PATRI Nomor: SKEP. 002/DPP PATRI/TWG/VI/2015)

(1) Menghimpun laporan dan pengaduan kasus lahan dari warga transmigran dan

sekitarnya

(2) Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan lahan

transmigrasi

(3) Menyusun peta permasalahan lahan transmigrasi

(4) Mengumpulkan informasi dan pengalaman proses penyelesaian kasus lahan yang telah

berkekuatan hukum (inkracht)

(5) Mengumpulkan Informasi (best practiced) proses penyelesaian kasus lahan secara

kearifan lokal

(6) Menyusun serta merumuskan berbagai model dan pola penyelesaian kasus lahan

transmigrasi untuk disampaikan kepada pihak terkait, seperti legisatif, pemerintah

(transmigrasi, BPN, kehutanan), pemda, dan pihak terkait lainnya

(7) Menyelenggarakan diskusi, dialog, lokakarya, mediasi, dan advokasi kasus lahan

dengan berbagai lintas pelaku (legislatif, eksekutif, masyarakat adat, perguruan tinggi,

NGO, dan lainnya)

(8) Menggalang kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung sumber dana

penyelesaian kasus lahan transmigrasi

(9) Mendokumentasikan kegiatan Pokja untuk bahan rujukan dan pertimbangan

penyelesaian kasus lahan transmigrasi.



3. TANAH TRANSMIGRAN
Problem tanah transmigran dimulai dari hulu. Status tanah yang 

belum clear dan clean

Aneka kasus tanah transmigran, karena itu solusinya secara 
kasuistis. Diantaranya: tumpang tindih, diserobot, diklaim 
sepihak, sertifikasi berlarut, konflik dengan HGU, dan lainnya

Walaupun sesama warga bangsa, warga transmigran ada yang 
kesulitan mendapatkan hak tanahnya

Saat berkasus (di dalam atau diluar) di pengadilan, sering kalah 
saat berhadapan dengan segelintir oknum, pemilik HGU, dan 
rawan diadu domba, terutama menjelang PIL (Pres/Kada)

Titik kristis kasus tanah trans merata di berbagai pulau luar 
Jambal. Diantaranya:
a. Sumatera: Eks Repatrian Suriname (Tongar, Pasaman Barat, Sumbar 1954), eks 

HTI Bagan Toreh (Sei Meranti, Torgamba, Labusel, Sumut), UPT Air Tenggulang 
(Bandar Tenggulang, Babat Supat, Muba, Sumsel), dll

b. Kalimantan: UPT Seret Ayon (Sambas, Kalbar), UPT Suliliran (Pasir Blengkong, 
Paser Tanah Grogot, Kaltim), UPT Damit (Ambawang, Batu Ampar, Tanah Laut, 
Kalsel), 

c. Sulawesi: UPT Arongo sejak 2014(Landono, Konawe Selatan, Sultra), UPT Bukit 
Aren 2016 (Pulubala, Gorontalo)



B. PENGALAMAN LOKALATIH ADVOKASI KASUS 
TANAH TRANSMIGRASI



C. PENGALAMAN FASILITASI PENYELESAIAN 
PERMASALAHAN TRANSMIGRASI

Berlarutnya penyelesaian kasus lahan transmigran tersebut, khususnya

setelah masa reformasi disebabkan beberapa hal, yaitu:

1. Pencadangan tanah belum tuntas, terutama aspek administratifnya,

segera dilanjutkan pembangunan permukiman

2. Tanah yang dicadangkan tidak dilengkapi dengan dokumen yang

dibutuhkan sebagai syarat untuk membuat sertifikasi diakhir pembinaan

3. Para pegawai yang mengurusi pertanahan (transmigrasi atau agraria),

terutama di daerah (kabupaten/kota) sering berpindah tugas

4. Pegawai yang menempati tugas pengurusan tanah transmigrasi perlu

waktu orientasi cukup lama, karena berasal dari latar belakang akademis

atau SKPD yang tidak relevan

5. Warga transmigran yang terlalu menunggu proses sertifikasi terlanjur

meninggalkan permukiman transmigrasi, dan berbagai kasus lainnya.

Dengan terjadinya kasus lahan, maka berdampak pada:

a. Terganggunya kerukunan dan ketenteraman warga transmigran dan

masyarakat sekitarnya

b. Hilangnya kesempatan mengembangkan lahan yang disengketakan

tersebut

c. Lahan yang belum bersertipikat otomatis tidak dapat dipungut pajak

tanah (PBB), tidak bisa dijadikan agunan dalam mendapatkan modal

perbankan, rawan dijual di bawah tangan, dan diokupasi pihak lain



D. REKOMENDASI DAN USULAN LANGKAH 
PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH TRANS

• Permasalahan tanah transmigrasi bermula dari perencanaan di hulu, terutama terkait 
penyediaan tanah yang tidak clear and clean

• Penyelesaian tanah transmigran harus serius, karena transmigran umumnya petani, 
bukan warga liar, didatangkan atas dasar UU (No. 29/2009) dan KSAD, serta sangat 
membutuhkan tanah garapan untuk memenuhi kehidupan keluarganya, dan pendukung 
nyata suksesnya Reforma Agraria

• Jika terjadi kasus tanah (misal: tumpang tindih) pada suatu objek tanah, agar dicermati 
terlebih dahulu. Siapa yang lebih lebih dahulu datang di KIMTRANS. Karena sebelum 
dikimtrans ditempatkan warga trans, negara yang menjamin kepastian dan menyediakan 
tanahnya

• Jika terjadi kasus tanah trans, dan pihak terkait harus memilih kebijakan, agar 
mengutamakan pemenuhan hak jutaan warga trans, daripada memberikan kepada 
segelintir orang tertentu untuk menguasai ribuan hektar di kawasan yang disengketakan

• Agar GTRA selalu melibatkan perwakilan masyarakat Trans (PATRI) dalam membahas 
pertanahan di kawasan transmigrasi, sebagai wujud semangat PENTAHELIX (berdasarkan 
Perpres Nomor 50/2018).
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